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Abstract

Twitter is a new political communication channel massively used during Indonesian presidential election 2014.
The character of the medium identified as interactive, participative and decentralized become main reasons
why experts optimist on how this new media develop democratization. However, based on political situation
in the context of Indonesian presidential election 2014, the argument needs to be confirmed. Twitter with
its democratizing character, on the other hand has contradiction impact in facilitating irrational discussion,
particularly run under mechanism of imagology politic. It is found in this research that implements Critical
Discourse Analysis and confirmed with deliberative democracy theory. The study concludes that successful
political discussion on Twitter about political leadership of presidential candidate was not determined by
rational discussion (egalitarian, consensus, equal communication, etc) but it’s merely determined by how
skillful political actor construct the image of political leadership of the presidential candidate.

Keywords: politic of imagologi, political leadership, precidential candidate, twitter

Abstrak

Twitter menjadisaluran baru komunikasi politik yang masif dipakai selama pilpres 2014. Karakternya
yang interaktif, partisipatif dan terdesentralisasi menjadi latar belakang optimisme para ahli akan
kemampuan media baru ini dalam pendorong proses demokrasi. Dalam konteks pilpres 2014,
tesis tersebut tampaknya perlu diuji kembali. Karakter internet yang seharusnya bisa membuka
ruang diskusi yang lebih terbuka dan deliberatif, ternyata pada sisi lain justru memfasilitasi diskusi
irasional yang membahayakan demokrasi. Diskusi irasional yang dimaksud salah satunya berjalan
melalui mekanisme politik imagologi. Temuan tersebut tersirat dari hasil Critical Discourse Analysis
(CDA) atas teks-teks Twitter terpilih yang kemudian dikonfirmasi dengan menggunakan teori
demokrasi deliberatif. Penelitian ini menyimpulkan bahwa kemenangan diskusi politik di Twitter
tentang kepemimpinan politik capres tidak ditentukan oleh diskusi rasional (egaliter, konsensus,
komunikasi tanpa dominasi) namun sekedar ditentukan oleh kelihaian aktor demokrasi (terutama
tim sukses) dalam membangun citra (image) kepemimpinan politik capres.

Kata kunci: politik imagologi, kepemimpinan politik, capres, twitter

Pendahuluan politik mengenai pemilihan presiden

Kepemimpinan  politik  (political 2014 di Twitter. Masing-masing capres

leadership) merupakan wacana yang berkompetisi menunjukkan dirinya men-

dipastikan selalu muncul dalam setiap  Jadi yang terbaik dalam kepemimpinan

diskusi politik dalam pemilihan presiden, politik dengan berbagai cara. Di negara-

termasuk dalam pilpres 2014 di Indonesia. negara demokratis, berdasar studi empiris

yang dilakukan sejak tahun 1960-an
(Hacker, 2004; Kinder et all, 1980;

Isu ini menjadi salah satu wacana dominan

yang muncul dalam proses komunikasi
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Miller, Wattenberg dan Malanchuk, 1986;
1961 dalam
Barisione, 2009) kualitas kepemimpinan

kriteria-kriteria

Treneman dan McQualil,

politik ~ menggunakan
tertentu seperti kompetensi (competence),
kekuatan (strength), kehandalan (reli-
ability), integritas (integrity), kemampuan
(ability),
kedekatan dengan rakyat (closeness to

kehangatan  (warmth) atau
people). Ketujuh kriteria ini menjadi ideal
bagi proses demokrasi manakala berfokus
pada obyek diskusi yang bersifat rasional
misalnya program-program politik yang
menjadi visi dan misi capres bukan obyek
diskusi yang bersifat kultural salah satunya
identitas capres, personal capres dan
jaringan.

Pada kenyataannya kriteria kepe-
mimpinan politik demokratis tidak begitu
saja terbangun terutama ketika dihadapkan
pada dua hal yakni, pertama adanya nilai-
nilai lokal yang mana masing-masing
negara memiliki kriteria kepemimpinan
politik yang khas yang kadang justru
bertentangan dengan prinsip demokrasi.
Dalam konteks Indonesia misalnya
berbagai studi tentang kepemimpinan
menyebutkan bahwa pemimpin politik
Indonesia yang ideal yakni sosok yang ber-
ethnis Jawa (Irawanto, Philip dan Ryan,
2011; Syamsudin, 1993; Freeland, 2007);
beragama Islam (Syamsudin, 1993) dan
berlatar belakang Militer (Syamsudin,
1993; Kim, R. William, Salim, 20006).
Konstruksi identitas kepemimpinan politik
Indonesia Islam, Jawa dan Militer bisa
dikatakan telah kuat ternaturalisasi dalam

perpolitikan di Indonesia sejak jaman

Orde Baru dan mungkin hingga sekarang.

Namun sayangnya, kriteria tersebut
menyembunyikan  praktik  kekuasaan
yang mencederai proses demokrasi

sendiri di antaranya pemimpin Muslim
yang menyiratkan praktik politik agama
dan pemimpin dari suku Jawa yang
menyembunyikan adanya praktik politik
identitas.

Kedua, kemunculan media dalam
proses komunikasi politik menjadi salah
satu titik di mana proses pembentukan
kepemimpinan politik seorang calon
pemimpin berlangsung lebih kompleks. Jika
sebelum ada media sosok kepemimpinan
terbentuk dengan komunikasi langsung,
kini komunikasi politik dilakukan secara
termediasi dengan jangkauan target yang
lebih luas. Namun ada permasalahannya,
di balik kompleksnya komunikasi politik
termediasi ada proses panjang yang
hilang yakni sebuah kepemimpinan
politik yang terbentuk melalui perjuangan
panjang dan nyata. Sementara, media
massa memungkinkan konstruksi sosok
kepemimpinan politik secara instan.
Misalnya, kepemimpinan patriotik Pange-
ran Diponegoro yang terbentuk karena
bukti nyata keberaniannya memimpin
perang dan pengorbanan nyawa yang dia
persembahkan untuk rakyatnya. Namun
dengan media massa, sosok kepemimpinan
yang patriotik bisa dibentuk hanya dengan
selembar foto yang memperlihatkan dirinya
mengenakan baju militer. Dalam proses
inilah, terjadi  manipulasi-manipulasi
realitas dengan menggunakan citra (image)

yang selanjutnya didefinisikan sebagai
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politik imagologi (politic of imagology).

Tulisan ini bertujuan mengeksplorasi
praktik kekuasaan dalam proses komunikasi
politik tentang kepemimpinan politik capres
2014 di media sosial (Twitter) yang berjalan
melalui mekanisme politik imagologi.
Untuk mengurainya peneliti setidaknya
menjawab tiga pertanyaan penelitian yakni;
a) bagaimana kepemimpinan politik kedua
capres direpresentasikan di Twitter? b)
Praktik kekuasaan apa yang tersembunyi
di balik teks wacana kepemimpinan politik
capres? c) Pada bagian mana praktik
komunikasi politik di Twitter terkait dengan
kepemimpinan politik ini mendukung atau
merusak proses demokrasi?

Kerangka teoritis penelitian ini
terdeskripsi pada gambar 1 yang akan
menjelaskan secara runtut mulai konsep
dan teori-teori yang dibutuhkan mulai
dari enty point penelitian hingga outcome
penelitian.

Pertama, entry point penelitian ini

berangkat dari teks Twitter yang diproduksi

oleh aktor-aktor demokrasi. Twitter
merupakan salah satu bentuk dari Social
Network Sites (SNSs) yang berkarakter
interaktif, berbasis web 2.0 yang pertama
kali dikemukakan oleh Tim O’Reilly (2005)
untuk membedakannya dengan web 1.0
yang belum interaktif. Karakter interaktif
yang dimiliki Twitter inilah yang disebut
banyak peneliti membuka ruang demokrasi
masyarakat warga.

Usaha melihat praktik demokrasi
dalam Twitter ini membawa konsekuensi
teoritis berupa penggunaan konsep ruang
publik. Meskipun Habermas merupakan
tokoh menonjol yang mendefinisikan
konsep ruang publik ini, namun tulisan ini
lebih menggunakan definisi ruang publik
yang dibawa oleh Fracer (1990; 63-70) yang
mengembangkan pandangan Habermas.
Habermas (1989: 27) mendefinisikan ruang
publik dari sudut pandang ruang publik

borjuis yang melancarkan gugatan terhadap

Outcome DEMOKRASI VIRTUAL
Kemampuan melakukan komunikasi Teori Demokrasi
Output politik sesuai prosedur Demokrasi  Deliberatif
Deliheratif
& %
. OQ . TS
Analysis ey )

Entry point |:>

Komunikasi politik
Pilpres 2014

Teks Twitter
(r'epresengrasi capres)

= ITC:Internet (web 2.0) < media sosial 2 Twitters

= Aktor-aktor Demokrasi: Elite Politik, Warga Sipil, Aktivis,

Media/Pers

Gambar 1. Kerangka Konseptual
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klaim kepublikan negara, yang dirumuskan
berupa pertanyaan tentang sudahkah negara
melayani kepentingan publik.

Fracer (1990; 63-70) menolak konsep
ruang publik borjuis yang menurutnya
merupakan ruang publik tunggal yang
tidak ditemukan lagi di era kapitalis akhir.
Ia juga mengkritik ruang publik borjuis
hanya membawa kepentingan kelompok
yang ia sebut sebagai masculin bourgeous
public yang mengabaikan kelompok lain
seperti perempuan dan kelas pekerja. Ia
kemudian berargumen bahwa ruang publik
tidak tunggal namun tidak terbatas yang
disebutnyasebagaimultiplicityofpublicyang
ada dalam sebuah masyarakat terstratifikasi
(stratified societies). Pandangan Fracer
(1990) ini dipakai peneliti sebagai acuan
mendefinisikan Twitter sebagai ruang
publik politik yakni 1) ruang publik yang
melibatkan  sekelompok  masyarakat
sipil di Indonesia dengan demografi
tertentu yang memiliki akses terhadap
internet dan literate terhadap teknologi
internet; 2) Twitter menjadi ruang di mana
kelompok-kelompok, asosiasi-asosiasi
menyampaikan pendapatnya terkait dengan
sosok capres yang diinginkan. Twitter
pada akhirnya merupakan cerminan ruang
publik plural di mana di dalamnya berisi
ruang-ruang diskusi berbagai kelompok
yang membentuk ruang publiknya sendiri.

Kedua, teori yang dipakai dalam
penelitian ini yakni teori yang mendasari
metode Critical Discourse Analysis (CDA).
CDA (Fairclough, 1992) berpandangan
bahwa teks merupakan praktik sosial dan

bukan sekadar alat untuk menyampaikan

informasi. Dalam sebuah teks tersembunyi

ideologi dan hegemoni. Dalam
menggunakan teori ideologi, Fairclough
mengacu pada pandangan Louis Althusser
(Fairclough, 1992) yang menggunakan
ideologi untuk memahami bagaimana
Ideologi berfungsi dalam masyarakat.
Sementara dalam menggunakan teori
Hegemoni mengacu pada pandangan
Gramsci yang mengartikan hegemoni
(leadership)

atau dominasi di berbagai bidang seperti

sebagai  kepemimpinan
ekonomi, politik, budaya dan domain
ideologis suatu masyarakat (Fairclough,
1992).

Ketiga, temuanadanya praktik kekuasaan
di Twitter kemudian dikonfirmasi dengan
menggunakan teori demokrasi deliberatif
Habermas (1996).
dilakukan dengan melihat pada bagian

Identifikasi terutama

mana praktik demokrasi yang berlangsung
di Twitter ini justru tidak mendorong proses
demokrasi. Jika diskusi politik di Twitter
demokratis seharusnya memenuhi kriteria
tertentu yang oleh Habermas (1996: 303-314)
disebut sebagai prosedur komunikasi ideal di
antaranya; a) perlindungan terhadap ruang
privat (protection of private sphere) yakni
bagaimana ruang publik melindungi isu-isu
privat seperti identitas (gender, suku, agama,
dll); b) diskusi argumentatif yakni adanya
pertukaran informasi yang menggunakan
alasan kritis dan bisa diuji keabsahannya;
c¢) melibatkan semua (inclusive), yakni
semua pihak yang terpengaruh oleh suatu
kebijakan (policy) yang sedang dibicarakan
harus dilibatkan dalam diskusi. Tidak ada

individu atau kelompok yang dikeluarkan
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dari diskusi; d) kesetaraan (equality), yakni
bebas dari

baik dari internal maupun eksternal yang

adanya kekuasaan/paksaan
memungkinkan masing-masing pihak bisa
menyampaikan pendapatnya secara bebas;
e) kepentingan sama (equal interest), yakni
bagaimana masing-masing pihak yang
sedang berkomunikasi sedang membangun
kepentingan  bersama; f)  konsensus
(consensus) keinginan untuk mencapai
kesepakatan bersama; g) dialog netral
(neutral dialogue) mengutamakan keadilan
dibandingkan dengan kebaikan dalam setiap

isu yang didiskusikan.

Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian
kualitatif dengan metode utama analisis
wacana kritis atau Critical Discourse
Analysis (CDA) yang dikembangkan oleh
Fairclough (1989, 1992, 1995) yang telah
dijelaskan pada kerangka teori. Ada tiga
dimensi kerangka kerja CDA Fairclough
(1992, 73-91) yang diterapkan dalam
penelitian ini, yakni; 1) text analysis; 2)
discourse practice; dan 3) sociocultural
practice. Analisis teks difokuskan pada
identifikasi representasi capres 2014
yang dibangun oleh akun-akun Twitter
pendukung Prabowo dan pendukung
Jokowi.  Representasi dalam penelitian
ini mengacu definisi representasi dalam
(1986:70) yang

memengaruhi pemikiran Fairclough melalui

pandangan  Fowler
Halliday. Fowler mengartikan representasi
sebagai hasil pengkodean (encoding)
pengalaman manusia tentang dunia dengan
menggunakan bahasa. Merujuk pada

pengertian representasi tersebut, dalam

penelitian ini representasi diartikan sebagai
bentuk penghadiran kembali, penyimbolan
dan pengkodean kedua capres melalui teks
(twit, percakapan, testimoni, grafis, meme,
foto, dll). Sementara itu, analisis praktik
diskursif (discourse practice) merupakan
analisis terhadap proses produksi, konsumsi
dan distribusi teks (Fairclough, 1992; 78-
86), di mana ruang lingkup proses ini
akan berbeda pada tiap wacana tergantung
dengan faktor sosial yang melingkupinya.
Sementara pada analisis sosio-kultural (socio-
cultural) peneliti merujuk pada pandangan
Fairclough (1992:86-96) tentang upaya
mengidentifikasi praktik kekuasaan yang
tersembunyi dalam teks yang muncul dalam
teori ideologi dan hegemoni.

Data penelitian ini meliputi teks
(interaksi pembicaraan, grafis, meme,
karikatur, foto) yang diproduksi oleh dua
kelompok akun Twitter (Prabowo dan
Jokowi) yang diproduksi sekitar 2,5 bulan
sebelum pilpres 2014. Teks yang dimaksud
didokumentasikan dari delapan akun
Twitter sampel dengan kriteria; a) aktif
memproduksi wacana pemilihan presiden
2014; b) memiliki lebih dari 5.000 pengikut
(follower). Peneliti juga mengkonfirmasi
identitas kedelapan akun itu dengan data
kuantitatif PoliticaWave.com (Sufa, 2014)
yang juga menyebut bahwa kedelapan akun
Twitter yang terpilih masuk dalam daftar
akun-akun Twitter yang terlibat aktif dalam

diskusi politik pilpres 2014.

Hasil Penelitian dan Pembahasan

Berdarkan analisis yang secara cermat
dilakukan terhadap teks-teks Twitter kedua

kelompok, penelitian ini melihat adanya



275 Jurnal ASPIKOM, Volume 3 Nomor 2, Januari 2017, him 270-284

polarisasi representasi capres ideal vs
capres tidak ideal. Representasi capres
ideal dikonstruksi oleh bangunan citra-
citra kepemimpinan politik yang dianggap
baik bagi masyarakat Indonesia, sebaliknya
capres tidak ideal dibangun dengan citra-
citra kepemimpinan politik yang dianggap
buruk bagi masyarakat Indonesia. Dalam
proses inilah politik imagologi berlangsung
dalam diskusi politik di Twitter.

Piliang (2005,
imagologi politik sebagai dunia politik

383) mengartikan

yang dipenuhi dengan kepalsuan. Ia
mengutip Plato yang menyebut adanya
kaum sophist yakni orang yang memiliki
kelihaian dalam memproduksi keyakinan
ilusif dan penampakan palsu. Mereka juga
pintar memproduksi imitasi dari sesuatu
(realitas) yang terdiri dari dua jenis citra
yakni 1) sesuatu yang menyerupai yang
asli, bisa berupa reproduksi dari awal,
replika dari orisinal, reproduksi secara
persis (copy); 2) yang tidak merupakan
reproduksi sepenuhnya dari yang orisinil,
akan tetapi melibatkan elemen-elemen
penipuan yang menyerupai aslinya, dengan
tingkat kenyataan (realitas) yang rendah
seperti khayalan.

Pengertian citra juga dikemukakan
Boudrilard (1983) yang secara radikal
memisahkan antara citra dengan realitas.
Namun Boudrilard (1983:11) membuat 4
fase citra (image) yakni: a) citra sebagai
cermin dari realitas, inilah yang dimaksud
dengan representasi; b) citra menjadi
topeng dan penyesat dari realitas; c) citra
menyembunyikan ketiadaan realitas; d)

citra tidak ada kaitan sama sekali dengan

realitas yang oleh Boudrilard disebut
Terkait

dua definisi di atas penelitian ini melihat

sebagai simulasi (simulation).
citra sebagai cermin dari realitas atau
yang oleh Boudrillard disebut sebagai
representasi. Hal ini dilandasi dengan
sudut pandang CDA yang melihat teks
sebagai sesuatu yang tidak terpisahkan
dengan konteks di mana teks diciptakan.
Dalam berbagai studi tentang teks, citra
menjadi alat untuk membongkar realitas
media yang ada dalam iklan, film dan teks
lain yang terkait erat dengan dunia yang
tidak real. Iklan misalnya sebagaimana
Bungin (2008:115 dalam Toni, 2014:108)
memiliki sifat dan kecenderungan yang
mendekati logika pembohong. Sebuah
iklan biasanya menawarkan sebuah citra
yang dalam konteks bahasa iklan dapat
dijelaskan sebagai gambaran mental dari
sesuatu yang sebenarnya tidak ada. Dengan
demikian, menjadi permasalahan manakala
logika berfikir citra dilibatkan dalam
sebuah perdebatan demokratis yang sedang
sebuah

mengupayakan  ditemukannya

realitas.

Kontestasi Representasi Capres Jokowi

vs Prabowo

Dalam konteks ini politik imagologi
tercermin dari praktik representasi capres
yang dilihat sebagai proses bagaimana suatu
obyek ditampilkan dalam teks. Penggunaan
konsep praktik imagologi politik untuk
menggambarkan hasil dari analisis teks
sekaligus menunjukkan bahwa penelitian
ini melihat representasi capres tak lebih
dari ‘iklan politik> yang memosisikan

capres sebagai produk dagangan yang
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sedang dijual politisi kepada khalayak.
Menurut Kellner (dalam Noviani, 2002,
62)

sering diaggap sebagai representasi yang

representasi realitas dalam iklan
cenderung mendistorsi yang disebut sebagai
dissimulation atau false consiousness
sebagaimana diperlihatkan dalam hasil
penelitian ini.

Tabel

ratusan teks Twitter yang diproduksi akun-

1 merupakan hasil analisis

akun pro Jokowi dan pro Prabowo yang
menunjukkan adanya polarisasi konstruksi
citra yang membentuk sosok kepemimpinan
politik kedua capres. Beberapa Twit

terkait untuk memberikan gambaran
seperti apa pola teks dibangun. Di sana
ada empat alat pencitraan yang dipakai
yakni karakter, kompetensi, identitas dan
nasionalisme. Masing-masing  dipakai

sebagai alat legitimasi citra buruk dan baik

pada kedua capres. Citra baik dibangun
oleh akun pendukung capres, sebaliknya
citra buruk dibangun masing-masing
kelompok terhadap capres lawan. Uraian
di bawah ini akan memperlihatkan perang
citra (image) menyembunyikan kontestasi
antara ideologi dalam memperebutkan
kemenangan pilpres 2014.

Pertama, pada alat legitimasi karakter
capres, baik akun pro Jokowi maupun
pro Prabowo sama-sama mencitrakan diri
sebagai sosok ideal dengan menggunakan
kosakata tegas dan istilah dekat dengan
rakyat yang artinya sedang menggunakan
demokratis alat
diri

demokratis. Dalam mengkonstruksi citra

nilai-nilai sebagai

melegitimasi sebagai  pemimpin
ini teks yang dipakai biasanya teks berisi
sindiran terhadap capres yang menjadi

lawan masing-masing seperti yang terlihat

Tabel 1 Politik Imagologi Kepemimpinan Politik Capres 2014

Alat Image Jokowi Image Prabowo
Penci Ideal Tidak Ideal Ideal Tidak ideal
encitraan
sederhana, tegas, " .
Karakter dekat dengan Jokowi . Tegas,dekat. dengan Otoriter *Prabowo
.. Petugas Partai, rakyat, patriot, .
rakyat, rakyat kecil .. kasar dan kejam
e Capres Boneka  decision maker
(sipil)
. *Jokowi tidak
Pemimpin . Kemampuan
. bisa berbahasa . . .
. yang bekerja . berdiplomasi, berorasi,
Kompetensi . Inggris, gagal . -
nyata, prestasi Lo genius, berbahasa
internasional pimpin Solo asing
dan DKI
Pribumi (non- C g
Identitas Cina), Jawa, Jokowi Chma, Muslim, Jawa
. non-Muslim
Muslim
Nasionalis,
Reinkarnasi
Penerus Soekarno Soekarno, keturunan
(Nasionalis); Jokowi Doponegor Berkewarganegaraan
Nasionalisme S 5) o0 . ponegoro, Yordania , Prabowo
pengagas Revolusi Komunis keturunan Sriwijawa, Fasis penerus Orba
Mental Mataran, Sunda P

Galuh; Ditakuti Asing,
Macan Asia

Sumber data: Hasil analisis teks Twitter 1 Mei — 9 Juli 2014 yang diproduksi sampel.
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PDI Perjuangan
Jokowi: Tolong Bedakan Tegas dan Kejam m_jpnn.com/news. php?id=23...

3 Jun

#JokowiJK #JEWJIK #lokowiJKAdalahKita

. Ayahldola
: #BarisanPRABOWO pilih sang patriot:@Prabowo08 | ato pilih sang petugas:

22 May

Jokow? @MustofaNahra @pkspiyungan

2 retweeted by Ndeso MILITAN

Gambar 1. Aksi saling sindir di Twitter

pada twit di gambar 1.

Twit pertama akun Twitter pro
Jokowi yang mengkonstruksi citra
Jokowi secagai capres tegas dan sekaligus
mengontraskannya dengan citra capres
Prabowo dicitrakan sebagai capres kejam.
Sementara twit kedua juga melakukan hal
yang sama yakni merepresentasikan capres
Prabowo sebagai capres Tegas (pembuat
keputusan) dengan menggunakan kosa-
kata ‘patriot’ yang identik dengan militer
yang dikontraskan dengan representasi
Jokowi sebagai ‘petugas partai’. Petugas
partai dipakai untuk mencitrakan bahwa
Jokowi hanyalah capres yang dikendalikan
oleh partai yang mengusungnya yakni PDI
yang dipimpin Megawati Soekarnoputri.
Citra berupa karakter lain yang mencoba
dikontestasikan yakni kedekatan capres
dengan masyarakat (closeness to people)
yang direpresentasikan dalam teks-teks
di antaranya foto-foto kedua capres yang
sedang bersalaman dengan rakyat, dsb.

Kedua, alat pencitraan berupa
kompetensi merupakan kriteria pemimpin
demokratis
kedua

kepemimpinan

yang kemudian dipakai

capres untuk mengkonstruksi
politik  ideal.  Disini
Jokowi dan Prabowo memiliki alat

yang berbeda dalam mengklaim sebagai

capres kompeten, di mana Jokowi lebih

menggunakan  prinsip  kepemimpinan
yang dicitrakan sebagai kepemimpinan
‘bekerja nyata’ yang juga dilegitimasi
dengan penghargaan internasional yang
diperoleh Jokowi. Ideologi kepemimpinan
yang dibawa Jokowi ini dipastikan terkait
erat dengan konteks politik di Indonesia
di mana masyarakat sudah bosan dengan
pemimpin hanya duduk di belakang meja
dan memerintah. Wacana tersebut disaingi
pihak Prabowo dengan mendefinisikan
kepemimpinan politik kompeten meng-
gunakan kriteria seperti kemampuan
diplomasi, kemampuan berorasi, genius
dan kemampuan berbahasa Inggris. Alat
yang ia pakai ini salah satunya merujuk
pada kriteria pemimpin ideal Soekarno
yang pandai berorasi.

Ketiga, pada alat legitimasi identitas,
kedua capres sama-sama dicitrakan sebagai
capres pribumi dan beragama Islam.
Artinya, etnis Jawa-Muslim merupakan
kelompok dominan yang masih menguasai
diskursus politik di Indonesia. Pihak
Jokowi mengkonstruksi sosok Jokowi
sebagai capres Jawa-Muslim seperti Twit
pertama dibawah ini. Secara umum citra
Jokowi Jawa Muslim juga dipakai untuk

meng-counter representasi Jokowi Cina
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JokowidMe
Adik Jokowi: Kami sekeluarga keturunan Jawa tulen, semua muslim
#JokowidMe #JEWAP pic.twitter.com/4NTgwhdcXm

0|7

2 retweeted by Berani Jujur

18 May

*wTrioMacan2000: Membongkar Kepalsuan Jokowi Si Capres Jongos Cina
In.is/wp.me/xwlE4 lewat [@galuhsari20"

Gambear 2. Twit dari akun pro Jokowi dan pro Prabowo

seperti Twit ke dua yang dibuat Twitter pro
Prabowo @TrioMacan2000.

Perdebatan wacana Jokowi Cina-
Katolik secara masif melibatkan fenomena
hatespeech yang merefleksikan relasi
kuasa anteretnis dan antar agama di
Indonesia. Hatespeech dipicu berbagai
fenomena  misalnya  primordialisme,
Stereotypes, egosentrisme agama hingga
fundamentalisme agama. Media sosial
yang personal memungkinkan khalayak
mengekspresikan berbagai sikap tersebut.
Temuan ini sekaligus mempertegas
temuan Simangunsong (2016, 75-76) yang
mengatakan bahwa Facebook menjadi alat
efektif dalam menyerang, melecehkan dan
mencederai keberadaan suatu identitas
(agama, ras.

Sementara, terkait dengan pencitraan
pihak

Prabowo nampaknya tidak memerlukan

menggunakan identitas, capres

usaha keras untuk merepresentasikan
Prabowo sebagai bagian dari kelompok
dominan Jawa-Muslim karena dua hal yang
melegitimasi identitas itu melekat padanya
yakni; a) la didukung oleh mayoritas partai
Islam (PKS, PAN, PPP, PBB); b) Ia telah
lama dikenal publik Indonesia sebagai
keluarga Jawa dan Muslim baik dari latar

belakang ayahnya, maupun mertuanya

(Soeharto). Paparan tentang pencitraan
dengan menggunakan identitas ini pada
akhirnya menyiratkan kontestasi dua
ideologi yang bertentangan di Indonesia
yakni antara Jawa vs non-Pribumi (Cina)
dengan Islam vs non-Muslim (Kristen/
Katolik). Ideologi dominan yang ada
tersirat dari penggunaan ideologi tersebut
untuk mengkonstruksi capres ideal yakni
Jawa-Muslim. Dalam hal ini nilai-nilai
lokal kepemimpinan dalam sejarah politik
di Indonesia kembali dimunculkan oleh
kedua belah pihak sebagai alat pencitraan
kepemimpinan politik ideal. Beberapa
peneliti di antaranya Irawanto, Philip dan
Ryan (2011), Syamsudin (1993), Freeland
(2007) menyebut bahwa kepemimpinan
Indonesia salah satunya ditentukan oleh
kriteria identitas Jawa-Muslim.

Keempat, pada alat representasi
nasionalisme baik pihak Jokowi maupun
Prabowo sama-sama mencitrakan
diri sebagai capres nasionalis dengan
Soekarno.

menggunakan kharisma

Soekarno merupakan pencetus faham
nasionalisme yang ia tawarkan sejak era
pra kemerdekaan sebagai jalan tengah
perseteruan antara pandangan Islam dengan
pandangan Marxis (Mehden, 1957; 139-

156). Peristiwa ini menjadi akar perpecahan
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" Partai Social Media " ]
PartaiSocmed
-

Siapa ya? RT [madayys: @PartaiSocmed siapa capres
yang hobby naik sepeda ? pic twitter com/ XpgtAvHSY

Gambar 3. Eksploitasi Sosok Soekarno sebagai
alat legitimasi.

Islam dengan PKI yang terjadi hingga
masa kemerdekaan. Temuan teks penelitian
ini, Islam selalu  direpresentasikan
berseberangan dengan PKI. Pada awal
1920-an bersamaan dengan memudarnya
peran SI yang mewadahi kedua kelompok
tersebut, muncullah paham baru yang
disebut ideologi kebangsan (nasionalis)
yang dibawa Partai Nasional Indonesia
(PNI). Bagi Soekarno paham ini merupakan
pilihan terbaik “baik demi kemerdekaan
maupun demi masa depan rakyat Indonesia
yang Kristen maupun Muslim” (Kabhin,
1952: 90).
Dalamkontekspilpres2014,nasionalisme
dieksploitasi sebagai alat legitimasi capres
ideal namun hanya menggunakan sosok
Soekarno sebagaipencetusnya. Meskisama-
sama mengeksploitasi sosok Soekarno
namun keduanya menggunakan pola yang
berbeda. Jokowi lebih berfokus pada upaya
menggunakan gagasan-gagasan Soekarno,
sementara Prabowo lebih berfokus pada
penggunaan simbol-simbol fisik Soekarno
seperti peci, baju bersaku dua dan cara

berpidato. Gagasan Soekarno yang dipakai

JE-LIJ __|.J|‘_t|?-. for Indaneswa Falicree
4IND

#Retwect lhu adalah penyckah air mata kita
EH niranSoekarno & 7wk ? twaites con

g 01 ATAS
L SECALANYA
B eIl HARLS
EECE Sl MENCINTAI 1BU
o g %

ol
The i

Gambar 3. Representasi Jokowi yang
digambarkan sebagai sosok yang berbakti
kepada ibu.

Jokowi yakni mengenai ‘Tri Sakti Bung
Karno’ dan ‘Revolusi Mental’ (Kompas, 10
Mei 2014). Jokowi juga mengeksploitasi
Soekarno secara fisik dengan meniru
berbagai tingkah dan perilaku Soekarno
misalnya sama-sama penyuka sepeda dan
sama-sama berbakti kepada orang tua
yang ditunjukkan dengan foto ‘sungkem
terhadap ibu’ seperti terlihat pada Twit di
gambar 3.

Pihak Prabowo juga menggunakan
istilah ‘Macan Asia’ — julukan untuk
Soekarno — yang ia pakai untuk jargon
yang mengklaim keberaniannya melawan
bangsa Barat. Buku berjudul // Macan
Asia Musuh Amerika (Hendarsah, 2007)
misalnya menyebut Soekarno menjadi
salah satu pemimpin Asia yang disebut
selain Kaisar Hirohito,
Mahatir Muhammad, Sadam Husein, dll.

Jargon Macan Asia yang dibawa Prabowo

Macan Asia

sekaligus dipakai untuk menyerang Jokowi
yang kuat terepresentasi sebagai ‘anthek
Asing’.

Namun, wacana ‘Macan Asia’ ini

tampaknya justru menjadi bumerang bagi
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Prabowo karena citra ini juga lekat dengan
Soeharto —yang dalam konteks pilpres 2014
bukan sosok ideal karena rezim otoriternya
selama 32 tahun — karena prestasinya ber-
hasil membangun perekonomian Indonesia
di tahun 1990-an (Reid, 2012). Dengan
demikian bagi Prabowo, jargon Macan Asia
sekaligus dipakai untuk mengkonstruksi
kepemimpinan ideal (Soekarno) namun
di sisi lain dipakai pihak Jokowi untuk
mengkonstruksi Prabowo sebagai capres
penerus rezim Orde Baru. Dalam hal ini
terjadi  ketidak-konsistenan antarwacana

yang justru merugikan Prabowo.

Praktik Kekuasaan: Kemenangan Citra

(Image) atas Argumen Rasional

Paparan di atas memperlihatkan
bagaimana citra dibentuk sedemikian rupa
untuk mengkonstruksisosok kepemimpinan
capres yang ideal mulai dari penggunan
karakter

(sederhana, sipil, militer);

kompetensi;  identitas  (Jawa-Muslim)
dan nasionalisme (eksploitasi Soekarno).
Dalam proses ini terjadi praktik manipulasi-
manipulasi  yang  berjalan  melalui
mekanisme politik imagologi. Bagian ini
berangkat dari pandangan bahwa politik
imagologi yang menggunakan instrumen
image untuk memanipulasi fakta telah
mendistorsi komunikasi politik sedemikian
rupa sehingga dalam konteks penelitian
ini dianggap sebagai salah satu elemen
yang mengurangi kualitas proses diskusi
politik. Manipulasi fakta melalui citra juga
menyiratkan adanya praktik kekuasaan
dalam proses komunikasi sehingga
memunculkan distorsi komunikasi. Distorsi

komunikasi yang bersumber dari praktik

kekuasaan dalam politik imagologi ini
setidaknya berjalan dalam dua mekanisme
yakni; 1) oposisi biner (binner opposition);
2) komunikasi politik dengan teknik
propaganda.

Pertama, oposisi biner merupakan salah
satu mekanisme perumusan realitas dengan
menggunakan bahasa. Bentuk oposisi
binner ini tersirat dari adanya kontestasi
capres ideal vs tidak ideal, yang pada
akhirnya membongkar persaingan ideologi
yang bekerja di balik teks kepemimpinan
politik yakni; kepemimpinan demokratis
(sipil) vs Otoriter (militer), Ideologi Jawa-
Cina-Katolik/Kristen, dan
ideologi nasionalisme vs komunisme.
Menurut Bourdieu (1990: 192) oposisi

biner merupakan

Muslim  vs

distribusi  makna
berdasarkan sistem kategori pasangan yang
sifatnya poralistik dan kaku. Dalam oposisi
biner, obyek digeneralisasi sedemikian
rupa sehingga obyek tersebut hanya berada
pada satu kutup ekstrem, atau kalau tidak
obyek itu diposisikan di satu kutup ekstrem
seberangnya. Tidak ada pilihan-pilihan
tanda, definisi dan bahasa yang beraneka
ragam karena hanya diberi pilihan hitam
dan putih saja.

Sementara terkait dengan adanya
aktivitas perumusan realitas, maka oposisi
biner merupakan wujud dari pandangan
Foucault (Hall, 1997). tentang hubungan
antara wacana (discourse), kekuasaan
(power) dan ilmu pengetahuan (knowledge).
Kegiatanberwacanatak lepas dari keinginan
berkuasa, dan sebaliknya, terbentuknya
selalu

pengetahuan dilingkupi  oleh

kekuasaan. Dalam konteks oposisi biner



281 Jurnal ASPIKOM, Volume 3 Nomor 2, Januari 2017, him 270-284

jelas terlihat bagaimana definisi-definisi
capres ideal mengarah pada wacana-wacana
yang dimiliki kelompok dominan misalnya
Muslim-Jawa. Bisa diartikan ideologi
yang dibawa Muslim sebagai mayoritas
lebih powerfull daripada ideologi Kristen.
Permasalahan muncul manakala praktik
dominasi dan marginalisasi karena telah
meniadakan identitas lain selain di dua
kutub tersebut. Sebagai contoh, pada alat
legitimasi identitas capres misalnya ada
kategori Islam — non-Islam. Sebutan non-
Islam merupakan sebuah pengkategorian
yang memarginalkan agama selain Islam
(Katolik, Kristen, Hindu, Budha, Tionghoa)
dengan cara memasukkan dalam kategori
yang sama, kemudian memosisikan
mereka di luar Islam. Penggunaan istilah
‘non-Islam’ juga memosisikan Islam
sebagai kelompok dominan dengan cara
menghilangkan identitas spesifik nama-
nama agama yang ada di luar Islam.

Masih terkait dengan oposisi binner,
Deleuze dan Parnet (dalam Piliang, 2005,
220) dalam bukunya Dialogue, mekanisme
oposisi biner digunakan oleh sistem
kekuasaan represif dan totaliter untuk
menciptakan segmentasi kultural yang
kaku. Artinya, dalam konteks penelitian ini,
kedua belah pihak capres tidak bisa disebut
aktor politik yang sedang berdialog secara
demokratis, namun aktor politik yang
sedang mempraktikkan kekuasaan represif
untuk memenangkan sebuah pertarungan
politik. Oposisi biner menghadirkan
paralogisme (paralogism) yakni pandangan
mengenai baik-buruk atau benar-salah yang

selalu bersumber dari kelompok dominan.

Kelompok dominan merepresentasikan
diri sebagai kelompok yang mulia, baik
dan benar; sementara kelompok marginal
direpresentasikan sebagai kelompok yang
jahat, buruk, salah, dll.

Terkait dengan konsep demokrasi
deliberatif pada tataran ini terefleksi
bagaimana diskusi dengan mekanisme
biner

oposisi telah menutup diskusi

rasional  terutama  bersumber  dari
pelanggaran prosedur kesetaraan (equality).
terlihat

kebenaran

Ketaksetaraan antarkomunikan

dari terbentuknya definisi
kelompok dominan yang pada akhinrya
menutup ruang untuk argumen Kritis.
Sebagaimana disebut sebelumnya, capres
ideal dikonstruksi sebagai capres beretnis
Jawa (pribumi) yakni etnis yang secara
ekonomi dan politik memang mendominasi
masyarakat Indonesia. Capres ideal juga
dikonstruksi sebagai capres beragama
Islam yang dipeluk oleh 90 persen
masyarakat Indonesia. Sebaliknya, capres
tidak ideal dikonstruksi sebagai capres
yang beretnis minoritas Cina dan beragama
Katolik/Kristen. Selain itu merujuk pada
kelompok dominan, konstruksi capres
ideal juga merujuk pada pengetahuan
(knowledge) dari sudut pandang, nilai dan
ideologi kelompok mayoritas, sebaliknya
konstruksi wacana capres tidak ideal selalu
merujuk pada pengetahuan (knowledge)
sudut pandang, nilai dan ideologi milik
kelompok minoritas.

Selain  menggunakan  mekanisme
oposisi biner (binner opposition) yang
lekat dengan wacana kelompok dominan,

politik imagologi juga melibatkan praktek
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produksi citra dengan menggunakan
teknik propaganda (Tabel 3). Teknik
propaganda yang dipakai di antaranya: 1)
Pernyataan dukungan oleh publik figur
(testimonial) dari kalangan politisi, tokoh
agama (kyai/ulama), pejabat, hingga
artis. Misalnya pernyataan Ketua KPK,
Abraham Samad untuk mengkonstruksi
Jokowi anti-korupsi atau pernyataan
Slank tentang kesederhanaan Jokowi. 2)
Teknik propaganda dengan membawa
otoritas dukungan sesuatu agar sesuatu
yang lain dapat diterima (transfer), misal
penggunaan simbol Soekarno untuk
mengkonstruksi sosok capres nasionalis;
3) dengan pemberian label buruk pada
capres (name calling) misalnya Jokowi
antek Asing, Jokowi Komunis; Prabowo
fasis. 4) Capres yang dianggap bagus
karena mangatas-namakan rakyat (plain
folk) misalnya slogan #JokosiAdalahKita.
Teknik propaganda ini bertebaran di Twitter
dan menjadi alat komunikasi politik yang
cukup dominan di ruang maya.

Teknik  propaganda menunjukkan
adanya komunikasi politik yang terdistorsi
yang setidaknya berjalan dalam dua
berikut: 1)

mendistorsi pesan sedemikian rupa melalui

mekanisme Propaganda
mekanisme stereotype yang mengarahkan

penerima pesan untuk mempercayai
informasi tanpa perlu memeriksa dan
mencari bukti-bukti. Ini artinya tidak terjadi
dialog rasional dan argumentatif. Hal
semacam ini mengarah pada tertutupnya
diskusi kritis yang disyaratkan dalam proses
demokrasi deliberatif. 2) Merujuk pada

pemahamanan Ellul (1962, 84) propaganda

lebih melibatkan perasaan (feeling), emosi
(emotion) yang tidak rasional (irrational)
yang pada prosesnya menutup sikap kritis
target. Konsep ini berkebalikan dengan
praktik  diskusi

yang mengetengahkan rasionalitas. 3)

tuntutan demokratis
Propagandamerupakanpernyataansatuarah
(one-sided) yang memaksakan kebenaran
suatu teks. Hal ini berseberangan dengan
prinsip prosedur demokrasi deliberatif
yang bersifat argumentatif dan partisipatif.
Dalam konteks ini menjadi penting untuk
mencatat bahwa internet sebagai sebuah
media interaktif justru difungsikan sebagai

media monolog.

Simpulan

Paparan di atas menjelaskan rendahnya
kualitas diskusi dalam proses komunikasi
politik tentang wacana kepemimpinan
politik capres 2014 terutama karena adanya
pelanggaran prosedur demokrasi deliberatif
yakni dialog rasional. Dialog rasional
yang seharusnya berjalan dengan egaliter,
setara, interaktif dan partisipatif tidak
berjalan dengan baik karena adanya praktik
kekuasaan ideologis yang bersembunyi di
balik teks. Distorsi komunikasi muncul
melalui terbentuknya oposisi biner dan
penggunaan teknik propaganda yang
memosisikan  para aktor demokrasi
secara tidak sama (unequal); membangun
komunikasi politik satu arah (one sided) dan
lebih menggunakan pendekatan emosional
dari pada rasional. Politik imagologi dalam
hal ini juga telah melanggar prosedur
diskusi rasional karena berorientasi pada
tindakan strategis yang dibangun untuk

mencapai tujuan tertentu dan bukan
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tindakan komunikatif =~ sebagaimana
diharuskan dalam sebuah proses demokrasi
deliberatif untuk mencapai pemahamam
bersama (konsensus).

Berdasarkan temuan penelitian di ini
dapat disimpulkan bahwa proses komunikasi
politik di Twitter menemukan tantangan besar
yang bersumber dari adanya politik imagologi
yang memanipulasi pesan (message) dari
komunikasi politik. Dalam perspektif analisis
wacana kritis produksi pesan tidak lepas dari
karakter khalayak maya sebagai penerima
pesan. Artinya, politik imagologi di Twitter
sekaligus mencerminkan wajah netizen yang
memiliki pola konsumsi yang dikendalikan
oleh citra (image). Calon presiden yang ideal
tidak perlulagiditentukan oleh kompetensinya
sebagai pemimpin namun lebih ditentukan
oleh tanda-tanda atau simbol-simbol yang
dilekatkan padanya (Muslim, Jawa, Pribumi).
Nilai simbolis tersebut kemudian menjadi
sebuah komoditas yang menentukan pilihan
politik konstituen.

Politik imagologi yang menggeser
diskusi rasional demokratis tidak lepas dari
adanya relasi kuasa antara komunikator
(elite) dan komunikan (publik). Kedua
unsur ini memiliki peran yang sama dalam
menentukan berkualitas-tidaknya sebuah
proses komunikasi politik di dunia maya.
Untuk membangun proses demokrasi
virtual yang lebih baik, penelitian ini
merekomendasikan adanya  perbaikan
pola komunikasi politik pada kedua aktor
demokrasi tersebut. Pertama, pentingnya
kesadaran pihak elite untuk tidak sekadar
menggunakannya media sosial sebagai

sarana mencapai kekuasaan, namun juga

harus memfungsikan media sosial sebagai
sarana pembelajaran demokrasi politik
bagi khalayak. Pesan manipulatif yang
memengaruhi massa secara emosional
harus mulai digeser dengan teks politik
lebih mengajak publik untuk berfikir
rasional. Kedua, urgensi gerakan literasi
media sosial bagi pengguna media sosial
oleh berbagai elemen mulai dari negara,
akademisi, lembaga swadaya masyarakat
terutama untuk wacana politik. Netizen
dididik memiliki daya

untuk menangkal perkembangan wacana

kritis-rasional

manipulatif. Netizen harus memiliki bekal
kemampuan mengekspresikan pendapat
yang bernilai kepublikan sehingga tercapai
komunikasi politik yang berorientasi
kompromi atau konsensus dan bukan

berorientasi konflik.
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